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PENGUNGSI { SATLAK PBP)

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa Bencana vang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah
manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak
kerusuhan atau konflik sosial politik, perlu segera diupayakan
penanggulangan dan penanganan seécara cepat, tepat, terpadu
dan terkoordinast melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan,
rehabilitas dan rekontruksi;

bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan
pengungst  secara  berdayaguna  dan  berhastlguna  perlu
dilakukan penataan kembali tugas,fungsi, susunan organisasi
dan  Sckretanat Satvan  Koordinasi  Pelaksanaan
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi |

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas guna
mempercepat penanggulangan bencana di daerahi dipandang
perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan
Bupati Lampung Timur No. 14 tanggal 31 Mei 2001,

Undang — undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pertahanan Negara ( Lembaran Negara tahun
1982 nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3234 ).

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanao.
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota
Madya Daerah Tingkat 1T Metro { Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ¢ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ),

Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah { Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
4438 ),



(At

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 235 wahun
2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai daerah Otonomi;

6.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001
Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
dan Penanganan Pengungsi;

Keputusan Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana
dan Penanganan Pengungsi di Dacrah;

~

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38
tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai
Daerah Otonom |

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -
dinas Dacrah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kenja
Lembaga Teknis Daerah ;

11, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun

2005 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
TA.2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI  { SATLAK PBP )
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BABI
WETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

)

1 -

Daerah adaiah Daerah Kabupaten Lampung Timur,
Bupati adaiah Bupati Lampung Timur,

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungs: yang
selanjutnya disingkat Bakornas PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden;

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang
selanjutnya disingkat SAKORLAK PBP adalah wadah organisasi yang besifat non struktural
bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibawah dan bertanggung jawab
tangsung kepada Gubernur,



¢. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan ¢
atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda,
kerusakan lingkungan, kerusakan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan
terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan
pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi baik sebelum, pada saat
dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dart bencana yang terjadi;

Penanganan Pengungsi adalah meliputi upaya pelayanan dan pelindungan kemanusian terhadap
pengungsi yang timbul akibat konilik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu
daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan
pengembalian / relokasi pengungsi;

aa

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban
bencana berupa bahan makanan, obat — obatan, penampungan sementara serta pemberian
bantuan darurat lainya;

o

Pencegahan adalah  scpala upaya kegiatan yanp dilakukan untuk meniadakan scbagian atau
seluruh bencana yang terjadi,

Penjinakan adalah scgala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan
memperkecil akibat — akibat yang ditimbulkan oleh bencana;

e -

Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong,
menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan fasilitas umum serta
lingkungan akibat bencana;

2

Rehabilitast adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan
sarana dan parasarana serta fasilitas wmum yang di akibatkan olch bencana dapat pubh dan
berfungsi kembali;

m. Rekontruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali
sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar darl bencana sehingga menjamin
berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat vang makin meningkat;

i BAB 11
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

-7 Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnva
disingkat SATLAK PBP adalah wadah organisasi yang bersifat non struktural bagi
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupatt,

21 Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputt upaya penanggualangan bencana
baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan
pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyclamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi,

3 Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan

perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun
pertikaian yang terjadi di suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat,
penampungan, pemindahan dan pengembalian / relokasi pengungsi;




+) SATLAK PBP dipimpin oleh scorang ketua yang dijabat Bupati bertanggung jawab
mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan
nonstiuktual dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di
wilayah Kabupaten Lampung Timur, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi
bencana dan pengungsian;

Pasal 3

Tugas SATLAK PBP adalah :
Tugas SATLAK PBP adalah Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
BARKORNAS PBP dan Gubernur sclaku ketua SATKORLAK PBP, yang mchiputi tahapan -
tahapan sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan,
penjinakan, kesiapsiagaan, penvelamatan, rehabilitasi dan konstruksi.
BABIH
ORGANISASE SATLAK PBFP

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan organisasi SATLAK PBP Kabupaten Lampung Timur terdins dan

a. Ketua : Bupati Lampung Timur

b. Wakil Ketua | : Dandim 0411 Lampung Tengah

c. Wakil Ketua 1 - Kapolres Lampung Timur

d. Sckretaris . Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

¢. Ketua Pelaksana Harian  Wakil Bupati Lampung Timur

f. Sekretans Pelaksana Hanan : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Lampung Timur
g. Anggota - 1. Kasdim 0411 Lampung Tengah

2. Waka Polres Lampung Timur

(D]

. Kepala Dinas Kesehatain Kab. Lampung Timur

4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur

W

. Kepala Dinas Pengairan Kab. Lampung Timur
. Kepala Dinas Bina Marga Kab. Lampung Timur

. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Lampung Timur

S B

. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Lampung Timur
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hohikul}ura Kabupaten Lampung Timur
i0. Kepala Kandep Agama Kab. Lampung Timur
11 Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur
12. Kepala Bapedalda Kabupaten Lampung Timur

13. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Lampung Timur



(3) Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP sebagal organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur
Satlak PBP untuk membantu pelaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi yang terjadi di wilayahnya , apabila unit opersional PBP Kecamatan tidak mampu
mengatasinya, Satgas bersifat sementara dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan

setelah selesat penugasan,

(4) Satlak PBP Mempunyat tugas :
Melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnva
dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan olch Bakornas |
Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahapan - tahapan sebelum, pada saat
maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan,

kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

{(5) Satlak PBP mempunyai fungsi :

a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan  pembinaan  untuk  meningkatikan
kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di
daerah.

b, Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungst , sarana dan prasarana
yang ada didaerah.

Melakukan Kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan

.(‘,u

pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat.
d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penaggulangan bencana
dan penanganan pengungsi didaer:ih.

e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

(6) Bagan Organisasi Satlak PBP (sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan inij.
Pasal 5

(1) Untuk memberikan dukungan dan kelancaran administrasi Satlak PBP dibentuk Sekretanat.

{2) Sekretariat Satlak PBP dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana harian yang dijabat oleh Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

{(3) Sekretariat scbagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan pelayanan staf dan
administrasi kepada Satlak PBP.

{(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas secretanat, Kc’pala Sckretanat dengan persctujuan ketua
dapat mengangkat staf dari masing-masing Unit Kerja sesuai kebutuhan.

{(5) Sekrctariat Satlak PBP berlempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.



BABIV

TATA KERJA
Pasal 6

(1) Satlek PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang - kurangnva 1 (satu) kali

dalam setahun atau sewakiu — waktu sesuai dengan kebutuhan, untuk

a

—
S
—_—

1<

Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi termasuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meliputi tata
cara penyaluran dan  penggunaan bantuan beserta pengawasan dan  pertanggung
jawabannya ;

Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah vang umbul dalam
rangka pelaksanaan penaggulangan bencana dan penanganan pengungst di dacraiy |
Menyelesaikan permasalahan yang timbul schubungan dengan dampak penangpulangan
bencana dan penanganan pengungsi ;

Mengambil keputusan - keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,
huruf b dan hurut ¢ dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi di daerah ;

Satiak PBP sebelum terjadi bencana !

Membuat peta rawan bencana, menginformasikan kepada Pemerintah dan masvarakatvany
bersangkutan.

Menyusun potensi satuan hansip / Linmas dan Satgas PBP

Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana

Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan dan gelad:
iapangan PBP, serta prosedur tetap PBP sesual kondisi wilayah.

Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten Lampung Timur.

{(3) Pada saat terjadi bencana :

a.

b.

d.

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan
konsulidasi Satlak PBP mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana scrta
menyiapkan Satgas.

Menginmkan bantuan Satgas PBP ke dacrah bencana ( bila diperlukan )

Memberikan bantuan sarana dan prasarara vang diperlukan antara lain penyediaan tempat
penampungan sementara korban bencana bantuan tenaga medis / para medis, obat-obatan,
pakaian dan bahan makanan.

Melaporkan kejadian bencana dan penaggulangannya kepada Gubernur.



{4) Sesudah terjadi bencana
a. Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan
rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur,
b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman, tasilitas
sosial dan fasilitas umum didaerah bencana.

¢. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.
BABY
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang di kelvarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi yang berskala Nasional dibebankan pada APBN, APBD Propinsi dan

APBD Kabupaten Lampung Timur

Pasal 8

Segala pembiayaan vyang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana  dan
penanganan pengungsi yang berskala Propinsi di bebankan pada APBD Propinst dan APBD

Kabupaten Lampung Timur

Pasal 9

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau
penanganan pengungsi yang berskala Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung

Timur.

Pasal 10

Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian baik yang
berskala Nasional, berskala Propinsi dan berskala Kabupaten maka Pemerintah, Pemenmah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan yang berasal dan swadava
masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan ndak mengikat

-

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Dinas / Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana

dan atau penanganan pengungsi di bebankan pada anggaran Dinas / Instansi masing — masing.

o



Pasai i2

Pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

BAD VI
KETENTUAN PENUTUP

ju—y
(Y]

Pasal

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor ;14 Tangpal

31 Mei Tahun 2001 tentang  Satlak PBP Kabupaten Lampung Timur dinvatakan ndak

berlaku lagi.

Pasal 14

Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih fanjut olch Bupati Lampung

Timur sesuat dengan peraturan pelaksanaan yang ada.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian han

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinyva.

Ditetapkan di o SUKADANA
pada tanggal a4 Nopewoer= 2003

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Tembusan Kepada Yth: -

Gubernur Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. Lampung
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung

Masing — masing yang bersangkutan

Sdr. Camat Se- Kabupaten Lampung Timur

Himpunan Keputusan

e S



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
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